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MOTTO 

 

                 

             

   

 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku 

tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan (Qur’an Surat Al maidah : 8).” 
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ABSTRAK 

KASANUDDIN, C100090090, 2013. KRIMINALISASI TERHADAP 

HAKIM (Tinjauan Yuridis UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriminalisasi terhadap hakim 

dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dan 

untuk mengetahui pendapat pakar hukum pidana tentang kriminalisasi terhadap 

hakim dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang bersifat 

deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan 

perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik 

pengumpulan data menggunakan stadi kepustakaan, setelah data terkumpul 

dilakukan analisis data. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah 

dengan menerapkan logika berfikir deduktif. 

Hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa keberadaan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 

sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap anak dalam meningkatkan 

perlindungan dan penegakan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. 

Terlepas dari segala kelebihan yang ada dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat klausul dalam undang-

undang ini yang kontroversial dan rawan mendapat perlawanan yaitu, adanya 

upaya kriminalisasi terhadap petugas dan aparat penegak hukum khususnya 

hakim yang terdapat dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101. 

Kriminalisasi terhadap petugas dan aparat penegak hukum dalam 

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana 

menimbulkan pro dan kontra dikalangan pakar hukum. Pakar hukum yang pro 

menilai bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepeduliaan pihak 

pemerintah terhadap penegakan hukum, khususnya peradilan anak yang selama 

ini dirasa belum berjalan secara efektif. Sekaligus sebagai upaya untuk 

membuat para penegak hukum, khususnya hakim lebih profesional dalam 

memeriksa dan memutus perkara anak. Bagi pakar hukum yang kontra 

beralasan bahwa pada prinsipnya kekhilafan hakim dalam suatu proses 

berakibat pada putusan hakim tersebut. Sanksi administrasi dalam UU Sistem 

Peradilan Pidana Anak sudah cukup memadai tanpa perlu ada sanksi pidana. 

Bahwa kriminalisasi terhadap pelanggaran ketentuan hukum acara dalam sistem 

peradilan bertentangan dengan kaidah hukum. Karena eksistensi sanksi pidana 

tersebut justru berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan hakim dalam 

memutus suatu perkara.      

Kata Kunci: Kriminalisasi, Hakim, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 
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ABSTRACT 

KASANUDDIN, C100090090, 2013. KRIMINALISASI TERHADAP 

HAKIM (Tinjauan Yuridis UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak). 

This study aims to determine the criminalization of the judges in the Law 

No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System children, and to know the 

criminal law expert opinion about the criminalization of the judges in the Law 

No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Children. This research is 

descriptive normative. The research was carried out with an inventory of 

legislation. The data used in this study includes the data of primary legal 

materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials. Data 

collection techniques using Stadi literature, after the data is collected to analyze 

the data. The analysis of the data that I use is to apply deductive logic thinking. 

These results the authors concluded that the presence of Act No. 11 of 

2012 on the Criminal Justice System as a child is a form of concern to the 

government in improving child protection and enforcement of children's rights 

in the criminal justice process. Despite all the benefits inherent in the Act No.. 

11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, there is a clause in this law 

are controversial and prone to get resistance, that is, the attempt to criminalize 

the law enforcement officers and judges in particular the provisions contained 

in Article 96, Article 100 and Article 101. 

Criminalization of officers and law enforcement officers in the Law. 11 

of 2012 on the Criminal Justice System raises the pros and cons among legal 

experts. Pro legal experts considered that this step is done as a form of 

government kepeduliaan in law enforcement, in particular juvenile justice that 

have still not working effectively. As well as efforts to make the law enforcers, 

especially the more professional judges in examining and deciding the case of 

children. For legal experts argued that in principle cons judge's mistake in a 

process resulting in the judge's decision. Administrative sanctions in the 

Criminal Justice System Children's Act is sufficient without the need for 

criminal sanctions. That the criminalization of violations of procedural law in 

the judicial system against the rule of law. Because of the existence of criminal 

sanctions would potentially restrict freedom and threaten the judge in deciding 

a case. 

 

Keywords: Criminalization, Justice, Law no. 11 Year 2012 on Child Criminal 

Justice System. 

 


